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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 331 /D-05/ VIIJTAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Perkotaan Malili dan Perkotaan Wotuy;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 9






Menetapkan

KESATU

KEDUA

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (lLLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941};

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran
daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU.

Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Pokja KLHS) Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Perkotaan Malili dan Perkotaan Wotu, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini;

: Pokja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun kerangka acuan kerja;

b. melaksanakan konsultasi publik;

c¢. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme :

1. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan
Pembangunan Berkelanjutan;

2. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program; dan %






KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

3. penyusunan rekomendasi  perbaikan untuk
pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan

d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam

Kebijakan, Rencana dan/atau Program;

e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.

Pokja KLHS dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua dibantu oleh Tenaga Ahli;

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga
diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

. Sekretariat Pokja KLHS sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kesatu berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Keputusan Bupati ini
ditetapkan. ag

mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Agustus 2020
BUPAT!I LUWU TIMUR,

STEMPEY: PAQAL KCORGINAS
DINAS BAT AN KANTOR PINKAE _ WU TIMUR
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR %3k /D-05/ 1171 /TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP TRATEGIS
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG PERKOTAAN MALILI DAN
PERKOTAAN WOTU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP TRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU

1. PENGARAH : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
II. KETUA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
. I1I. WAKIL KETUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
IV. SEKRETARIS : Kepala Bidang Tata Ruang (Dinas PU&PR})
V. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah
2. Kepala Dinas Perhubungan

3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

4. Kepala Bagian Hukum

5. Kepala Bidang Perekonomian, SDA,
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
(Bapelitbangda)
. 6. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan
Lingkungan (DLH)
7. Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Tata
Ruang (Dinas PU&PR)

8. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
Tata Ruang (Dinas PU&PR)
9. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang (Dinas
PU&PR)
10. Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan
Infrastruktur (Bapelitbangda)

11. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian
Lingkungan Hidup (DLH} 4






VI. TENAGA AHLi

Koordinator : La Ode Sir Muhammad Igbal, ST, IAP (Ahli
Perencana Wilayah Kota);
Anggota : 1. A. Asryadi Pratama, S.Hut (Ahli Kajian
Lingkungan)

2. Basri, ST (Ahli Geographic Information System) 9&

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER
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LAMPIRA

NI1I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR

331 /D-05/ VITJTAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN

KELOMPOK KERJA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP TRATEGIS
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA

RUANG

PERKOTAAN  MALILI DAN

PERKOTAAN WOTU.

BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP TRATEGIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG PERKOTAAN MALILI DAN PERKOTAAN WOTU

NO NAMA BESARAN HONORARIUM
PER ORANG PER JAM
1 | La Ode Sir Muhammad Igbal, ST, IAP Rp1.000.000,00
2 | A. Asryadi Pratama, S.Hut Rp1.000.000,00
3 | Basri, ST Rp1.000.000,00
BUPATI LUWU TIMUR,
STEUPC, PASAF K TORDINAS
DANAZ SaZ AN Y ANTOR PTLAIKAE )Wy TIMUR
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